NOMOR : 30

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS
SERI : A

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Memperhatikan :

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Nomor 170/05/DPRD/2023 tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

11

14.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kabupaten Nias dengan persetujuan bersama Bupati Nias

Daerah adalah Kabupaten Nias.

Bupati adalah Bupati Nias

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

Kabupaten Nias, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsul penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12.
13.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 902.853.374.881,-
2. Belanja Daerah Rp. 948.053.374.881,-
Defisit/Surplus Rp. (45.200.000.000,-)
3. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 45.200.000.000,-
2. Pengeluaran Rp. 0,-
Pembiayaan Netto Rp. 45.200.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-
Pasal 3

(1)

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 902.853.374.881,- yang
bersumber dari :
a. Pendapatan asli daerah Rp. 85.079.865.075,-

b. Pendapatan transfer Rp. 817.773.509.806,-
c. Lain-lain pendapatan Rp. 0,-
daerah yang sah
Jumlah Rp. 902.853.374.881,-



Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri

dari :

a. Pajak Daerah Rp. 5.484.599.962.-

b. Retribusi Daerah Rp 1.147.025.000.-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 10.000.000.000.-
Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 68.448.240.113.-

Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 817.773.509.806,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 802.273.509.806.-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 15.500.000.000.-
Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- yang bersumber dari

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Rp. 0.-
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 948.053.374.881,- yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi Rp. 564.200.358.044.-

b. Belanja Modal Rp. 191.213.367.125.-

c. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.879.783.416,-

d. Belanja Transfer Rp. 187.759.866.296.-
Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Rp. 328.405.726.382.-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 221.475.774.162.-

c. Belanja Hibah Rp. 14.318.857.500.-

d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0.-
Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah Rp. -

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 42.931.131.457.-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 44.042.590.419.-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 100.898.083.686.-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 3.341.561.563.-



Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.879.783.416.-
Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil Rp. 663.162.496.-

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 187.096.703.800.-
Pasal 12

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp. 45.200.000.000,- yang terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 45.200.000.000.-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.-
Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, terdiri

dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 45.000.000.000.-

b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Rp. 200.000.000.-

Pasal 14

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -

b. Penyertaan Modal (Investor) Pemerintah Rp. -
Daerah

c. Pembayaran Pokok Utang Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

Pasal 15

(1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

(2). Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3). Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan

Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundangundangan; dan/ atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini terdiri dari :

1.

2.

3.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9



9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Nias dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI NIAS,
ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Januari 2023
DAERAH KABUPATEN NIAS,

Y

PERDAMAIAN ZAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR 30 SERI : A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (1-10/2023)
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

UMUM

Kondisi umum Kabupaten Nias yang tercermin dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias perlu
mendapatkan dukungan semua pihak. Sejalan dengan RPJMD tersebut,
perumusan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran
2023 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat sesuai dengan visi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias
yakni : “Kabupaten Nias Maju”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah
ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

1. Desa Terakses, Ibukota Terurus
2. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
3. Petani dan Peternak dan Nelayan Produktif

Sebagaimana konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban
pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan,
belanja dan pembiayaan, di dalam penyusunan APBD Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2023 lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan
langsung dengan kebutuhan masyarakat serta tetap diselaraskan dengan
isu strategis yang menjadi perhatian utama sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nias. Isu strategis tersebut antara lain :

Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Daerah;

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas;

Penataan Ibukota dan Pembangunan Prasarana Kantor Pemerintahan;
Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan

Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

m o a0 TP
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memberi arahan
(guidance), khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Nias wajib
mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang
direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah
masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Selain hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus menjadi
satu kesatuan sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin
adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan yang secara
keseluruhannya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang terdiri
atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan
perencanaan operasional anggaran (budget operation planning).

Salah satu kebijakan anggaran (budget policy formulation) dalam
perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), yang akan menjadi acuan bagi perencanaan
operasional anggaran (budget operation planning) atau disebut Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS merupakan tahap awal dari
proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) yang merupakan produk dari Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
yang disepakati bersama dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama
dengan DPRD menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepakatan, untuk
dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), dan untuk selanjutnya dituangkan
dalam Rancangan APBD.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin
konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar
menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap
kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, maka RKA SKPD dan RKA-
PPKD wajib direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai
quality assurance yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA PPAS,
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RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Untuk proses berikutnya, RKA-SKPD/RKA-
PPKD tersebut dikonsolidasikan sehingga menjadi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka struktur APBD Kabupaten Nias

Tahun Anggaran 2023, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pendapatan Daerah Rp. 902.853.374.881,-

2. Belanja Daerah
Defisit/Surplus
3. Pembiayaan Daerah

Rp. 948.053.374.881,-

1. Penerimaan Rp. 45.200.000.000,-

2. Pengeluaran Rp.
Pembiayaan Netto
SiLPA Tahun Berkenaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
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Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 58
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